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Pansus 13 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Tentang
Ketertiban  Umum,  Ketentraman  serta  Perlindungan
Masyarakat
Prolite – Pembahasan Peraturan Daerah (Raperda) dilakukan oleh
Dudy Himawan, SH selaku anggota Panitia Khusus (Pansus) 13
DPRD Kota Bandung.

Pembahasan  raperda  ini  terkait  dengan  Ketertiban  Umum,
Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.

Dengan  adanya  regulasi  baru  ini  maka  diharapkan  dapat
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menciptakan Kota Bandung yang jauh lebih dari aman, nyaman dan
tertib.

Dudy Himawan, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar
rapat bersama Satpol PP Kota Bandung untuk mendalami substansi
perubahan dalam raperda tersebut. Namun, sejumlah pertanyaan
mendasar belum menemukan jawaban.

“Ketika rapat Pansus yang hadir hanya Sekretaris Satpol PP
sehingga belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu
arahan dari Kepala Satpol PP,” ujar Dudy.

Menurut  Dudy,  salah  satu  isu  yang  menjadi  sorotan  adalah
hilangnya  pengaturan  mengenai  reklame.  Pada  Perda  lama,
ketentuan terkait penertiban reklame dicantumkan, namun dalam
draf Raperda baru, poin tersebut tidak lagi dimasukkan.

“Hal itu menjadi pertanyaan tim Pansus tapi belum dijawab.
Mungkin dari Pansus berasumsi bahwa reklame sudah diatur dalam
Perda Reklame,” ujar Dudy.

Dudy menambahkan, Pansus 13 baru menggelar tiga kali rapat dan
belum  masuk  pada  pembahasan  detail  setiap  pasal.  Setelah
pembahasan mendalam, pihaknya berharap dapat mengetahui dengan
jelas urgensi perubahan Perda ini.

“Tim Pansus ingin menguji sejauh mana kemampuan Satpol PP dan
alasan di balik perubahan ini,” kata Dudy.

Meski demikian, Dudy menegaskan bahwa Pansus akan mendukung
perubahan  regulasi  selama  tujuannya  untuk  kebaikan  Kota
Bandung.

Dudy berharap hadirnya aturan baru dapat semakin meningkatkan
ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat.
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Asep  Robin  :  Satpol  PP  Harus  Mampu  Menangani
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
BANDUNG,  Prolite  –  Panitia  Khusus  (Pansus)  12  DPRD  Kota
Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang  Ketertiban  umum,  Ketentraman  Masyarakat  dan
Perlindungan  Masyarakat.



Menurut anggota Pansus 12 Asep Robin ketertiban umum merupakan
penyempurnaan dari Perda sebelumnya, seiring dengan dinamika
kehidupan masyarakat Kota Bandung yang terus berubah dengan
cepat.

Asep  mengatakan,  ketertiban  umum  adalah  manifestasi  dari
keadaan  damai  dan  rasa  aman  yang  dijamin  oleh  keamanan
kolektif sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Jika ketertiban tercapai, maka ketenteraman dapat terwujud
ketika pemerintah daerah hadir melalui Satpol PP untuk menjaga
keteraturan hidup bersama,” ujar Politisi Partai Gerindra.

Menurut  Asep,  Satpol  PP  memiliki  peran  strategis  dalam
memperkuat  otonomi  daerah  dan  pelayanan  publik.  Melalui
penegakan  perda,  lembaga  ini  diharapkan  mampu  menciptakan
kepastian  hukum,  mendukung  proses  pembangunan,  serta
melindungi  masyarakat  dari  potensi  gangguan  terhadap
ketertiban  umum.

Mantan Jurnalis ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas
Satpol PP, baik dari aspek kelembagaan maupun sumber daya
manusia.

Menurutnya, peningkatan ini penting agar tidak terjadi tumpang
tindih fungsi dengan institusi lainnya.
“Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat harus
jelas dan tegas” ujarnya.

Asep  mengatakan,  perlindungan  masyarakat  merupakan  amanat
konstitusi  sebagaimana  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945,
yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia,

“Kemampuan dan profesionalitas Satpol PP harus terus diperkuat
agar  mampu  menangani  kejahatan  terhadap  ketertiban  umum,
termasuk yang dikenal sebagai moralitas yang dilegislasikan,”
ujarnya.



NasDem  Apresiasi  Pemkot
Bandung Atas Inisiasi Raperda
Ketertiban Umum
Category: News
2 Desember 2025

https://prolitenews.com/nasdem-apresiasi-pemkot-bandung-atas-inisiasi-raperda-ketertiban-umum/
https://prolitenews.com/nasdem-apresiasi-pemkot-bandung-atas-inisiasi-raperda-ketertiban-umum/
https://prolitenews.com/nasdem-apresiasi-pemkot-bandung-atas-inisiasi-raperda-ketertiban-umum/




NasDem  Apresiasi  Pemkot  Bandung  Atas  Inisiasi
Raperda Ketertiban Umum
BANDUNG,  Prolite  —  Ketua  Fraksi  Partai  NasDem  DPRD  Kota
Bandung,  Rendiana  Awangga,  menyampaikan  apresiasi  tinggi
kepada  Pemerintah  Kota  Bandung  atas  inisiatif  penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum,
Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Menurut  Rendiana,  langkah  Pemkot  Bandung,  khususnya  Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah menunjukkan komitmen
kuat dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada kepastian
hukum, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, serta partisipasi
masyarakat.

“Penguatan  regulasi  di  bidang  ketertiban  umum  bukan  hanya
untuk menertibkan aktivitas masyarakat, tetapi juga menjaga
kualitas hidup warga, menciptakan rasa aman di ruang publik,
dan memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika perkotaan
yang kompleks,” ujar Rendiana dalam rapat paripurna DPRD Kota
Bandung.

Ia  menilai,  penyusunan  Raperda  ini  mencerminkan  kesadaran
pemerintah  terhadap  tantangan  baru  akibat  urbanisasi,
perkembangan teknologi, serta meningkatnya risiko bencana di
wilayah  perkotaan.  Pendekatan  pentahelix  yang  diatur  dalam
Raperda,  lanjutnya,  membuka  ruang  kolaborasi  antara
pemerintah,  dunia  usaha,  akademisi,  media,  dan  komunitas
masyarakat.

Empat Alasan Urgensi Raperda

Rendiana  menjelaskan,  Raperda  ini  mendesak  untuk  segera
disahkan karena beberapa alasan utama:

Dinamika Aktivitas Masyarakat. Tingginya mobilitas warga1.
menimbulkan  potensi  gangguan  ketertiban  seperti
kemacetan,  kebisingan,  dan  penataan  PKL  yang  belum
tertib.



Penyesuaian  Regulasi.  Diperlukan  harmonisasi  dengan2.
aturan  baru  serta  antisipasi  terhadap  penyalahgunaan
teknologi.
Penguatan Peran Linmas. Linmas berperan penting dalam3.
menjaga keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana.
Amanat  Undang-Undang.  Berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)4.
huruf  e  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  ketertiban  umum
merupakan  urusan  wajib  pemerintahan  daerah.

Tantangan dan Peluang

Rendiana  juga  menyoroti  tantangan  di  lapangan,  seperti
rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat,  keterbatasan  personel
Satpol PP dan Linmas, serta belum optimalnya koordinasi lintas
OPD.

Namun, ia menilai masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan,
terutama melalui penggunaan teknologi digital.

“Kota Bandung bisa memperkuat pengawasan berbasis teknologi
seperti  pemasangan  CCTV,  aplikasi  pengaduan  warga,  hingga
integrasi  data  dengan  pusat  komando  Satpol  PP.  Kolaborasi
dengan  komunitas  dan  dunia  usaha  juga  harus  diperluas,”
katanya.

Substansi dan Rekomendasi

Menurutnya, Raperda ini telah mengatur aspek penting mulai
dari asas penyelenggaraan hingga penegakan hukum dan sanksi
administratif yang adil.

Fraksi NasDem pun mengajukan sejumlah rekomendasi strategis,
di antaranya:

Mendorong  edukasi  hukum  di  sekolah,  kampus,  dan1.
komunitas.
Meningkatkan  kapasitas  Linmas  dengan  pelatihan  dan2.
peralatan modern.
Mengoptimalkan sistem pengawasan digital terintegrasi.3.



Menerapkan  pendekatan  restoratif  terhadap  pelanggaran4.
ringan guna membangun kesadaran warga.

Rendiana berharap, Raperda ini dapat menjadi instrumen penting
dalam menciptakan Kota Bandung yang lebih tertib, aman, dan
nyaman bagi seluruh warganya.

“Keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Ketertiban tidak akan
tercapai hanya dengan aturan, tapi dengan kesadaran kolektif
untuk menjaga kota ini bersama-sama,” tutupnya.

Implementasi  Perda  Nomor  4,
Satpol  PP  Kota  Bandung
Tertibkan PKL
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Satpol PP Kota Bandung Tertibkan PKL Mulai Dari
Taman Musik Hingga Stasiun Timur
BANDUNG, Prolite – Satpol PP Kota Bandung menertibkan sejumlah
PKL dan bangunan liar di beberapa kawasan, antara lain: Taman
Musik, sepanjang Jalan Belitung (termasuk Taman Lalu Lintas),
Jalan Kebon Sirih (sekitar Rumah Dinas Gubernur Jabar) hingga
Jalan Stasiun Timur.

Kepala  Bidang  Ketentraman  Umum  dan  Ketertiban  Masyarakat
Satpol  PP  Kota  Bandung,  Yayan  Ruyandi  menyatakan,  ini
merupakan  kolaborasi  antara  Satpol  PP,  aparat  kewilayahan
beserta OPD lainnya dalam mengimplementasikan Perda Nomor 4
Tahun 2011.

“Perda tersebut mengatur kawasan untuk PKL. Oleh karenanya,
kegiatan  hari  ini,  kami  identifikasi  keberadaan  PKL
berdasarkan regulasinya,” ucap Yayan, Selasa 13 Agustus 2024.

“Kawasan  Taman  Musik,  ini  sudah  mutlak  tidak  boleh.  Zona
merah. Lalu sepanjang Jalan Belitung, termasuk ada di sana



Taman  Lalu  Lintas,  tidak  boleh  karena  berada  di  kawasan
militer. Lalu sepanjang Jalan Kebon Sirih, juga tidak boleh
karena ada di dekat Rumah Dinas Gubernur,” tegasnya.

Pantauan Humas Kota Bandung, kawasan yang biasanya dihuni para
PKL tersebut tampak sepi. Meski begitu, seluruh alat jualan
yang tertinggal di kawasan ini diangkut oleh Satpol PP Kota
Bandung.

Tak  hanya  itu,  akses  penujang  untuk  berjualan  juga  ikut
diangkut. Seperti instalasi kelistrikan di Taman Musik. .

Karena berulang kali melakukan penertiban dan hasilnya selalu
sepi PKL saat ditertibkan, Yayan mendorong aparat kewilayahan
aktif menggencarkan pengawasan pengendalian soal Perda 4 Tahun
2011  ini,  termasuk  keberadaan  PKL  dan  Bangunan  Liar  di
dalamnya.

“Kontak  Satpol  PP  Kota  Bandung.  Kami  akan  tertibkan,”
tegasnya.

Sebagai  informasi,  kegiatan  ini  melibatkan  257  personel,
antara  lain  Satpol  PP  Kota  Bandung,  aparat  kewilayahan
termasuk  Babinsa/Babinkamtibmas,  serta  OPD  Kota  Bandung
terkait mulai dari Disciptabintar, DPKP, DSDABM, Dishub, serta
Diskominfo.

“Kami undang OPD karena kegiatan ini juga memerlukan sinergi.
Misalnya, jika ada pelanggar di kawasan trotoar, kami akan
tindak. Lalu setelah trotoarnya bersih, DSDABM bisa melakukan
tindakan. Misalnya dengan memasangi bolar atau menata trotoar
tersebut.  Kami  juga  turut  serta,  kami  kerjakan  semuanya
bersama,” pungkas Yayan.
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Provokator  Bentrokan  PKL  Dalem  Kaum
Berasal Dari Luar PKL
BANDUNG, Prolite – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Rasdian
Setiadi menegaskan aksi bentrokan PKL di Dalem Kaum beberapa
waktu lalu karena ada yang memprovokasi dari luar PKL.

Karenanya Satpol PP diploting di lokasi menjaga jangan sampai
ada PKL beraktivitas jualan di sana.

“Ya  itu  kan  ada  yang  ngompori,  manas-manasin.  Tapi  sudah
diamankan,  provokatornya  sudah  diamankan  polisi,”  tegas
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Rasdian saat dihubungi wartawan.

Rasdian pun kembali menegaskan bahwa di sana tetap tidak boleh
ada aktivitas walaupun nanti ke depan akan ada penataan.

Pasalnya Perda No 4 tahun 2011 masih menetapkan bahwa di sana
tidak boleh ada aktivitas PKL.

“Kan perda lama bebas PKL, walau ada pembahasan revisi perda
4/2011 tentang penataan PKL salah satunya dalem kaum tapi kan
masih pake yang lama. Sudah diberi solusi kan sudah dialihkan
ke  basement,  ada  yang  ploting  disitu  agar  tidak  ada  yang
jualan lagi,” pungkasnya.
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Pemkot  Bandung  Reaktivasi  Kawasan  Alun-alun
Bandung Termasuk Cosplay Asia Afrika
BANDUNG,  Prolite  –  Kepala  Satpol  PP  Kota  Bandung  Rasdian
Setiadi  mengatakan  saat  ini  tengah  dilakukan  penataan  di
sekitar alun-alun, kawasan Asia Afrika, Masjid Agung, kawasan
jalan Palestina dan kawasan jalan Banceuy diantaranya di tugu
Soekarno  x  lapas  Banceuy  dan  mesjid  Al  Imtizaj  di  daerah
tersebut.

“Nanti dilakukan reaktivasi tempat wisata. Ini diaktifkan lagi
agar wisata tidak hanya di Asia Afrika saja tapi berpencar,”
ujar Rasdian saat dihubungi, Selasa (28/5/2024).

Rasdian menegaskan bahwa di jalan Asia Afrika tidak boleh ada
PKL sehingga basement yang akan dijadikan aktivitas jual beli.

Begitupun  para  cosplayer  kata  Rasdian  akan  ditata,  disana
nanti tidak diperkenankan semua cosplayer ada namun diatur
atau dibagi shift.

“Cosplay juga ada penataan tidak serta merta seenaknya, nanti
ditata dibina disbudpar. Kalau sudah didata berapa jumlahnya
akan  diatur  dibagi  shift  tidak  semua  ngaburudul  (hadir),”
tandasnya.

Terdata ada 80 cosplayer disana, dengan 3 icon nya icon sosok
hantu, icon sosok hero dan icon karakter film-film kartun.

“Dibuat komitmen, jadi kita tahu ada mereka dan tertata. Kalau
melanggar  ya  ditindak,  mereka  itu  harus  tahu  hak  dan
kewajibannya  nanti  diatur  disbudpar,”  pungkasnya.



Melanggar Aturan, 2.813 Alat
Peraga Kampanye Ditertibkan
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Satpol  PP  Kota  Bandung  Tertibkan  Alat  Peraga
Kampanye
BANDUNG, Prolite – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Bandung telah menertibkan sebanyak Alat Peraga Kampanye (APK)
yang melanggar aturan sejak 1 Desember 2023 sampai 22 Januari
2024.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Yayan Ruyandi
mengatakan,  pada  penertiban  Alat  Peraga  Kampanye  tersebut,
Satpol PP telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu).

Ia menyebut penertiban Alat Peraga Kampanye tersebut karena
melanggar  aturan,  karena  dipasang  di  area  yang  dilarang
terdapat APK.
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“Per tanggal 22 Januari, jumlah APK yang ditertibkan sebanyak
dari  mulainya  1  Desember  sampai  22  Januari  2024.  Jenis
pelanggaran pada kawasan khusus di 11 jalan khusus,” ujarnya,
Selasa 30 Januari 2024.

Kawasan  Khusus  tersebut  merupakan  kawasan  yang  tidak
diperbolehkan  diselenggarakan  kegiatan  reklame  yaitu:  Jalan
Asia  Afrika,  Jalan  Tamansari,  Jalan  Siliwangi,  Jalen
Wiranatakusuma,  Jalan  Pajajaran,  Jalan  Wastukancana,  Jalan
Aceh, Jalan Pahlawan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Supratman
dan Jalan Diponegoro.

Selain di kawasan khusus, penertiban juga dilakukan pada APK
yang membahayakan keselamatan.

Ia menilai seharusnya para peserta pemilu harus memperhatikan
aspek keselamatan bagi masyarakat umum selain menaati aturan
yang ada terkait pemasangan atribut dan APK di Kota Bandung.

“Dalam pemasangan APK mohon untuk hati-hati karena intensitas
curah hujan di Kota Bandung sedang tinggi, bila mana dipasang
sembarangan dan mengenai orang lain ini dapat membahayakan
pengguna jalan,” kata dia.

Selain itu, dia juga meminta agar para peserta pemilu harus
taat dalam memasang berbagai alat peraga agar tetap mengikuti
Perda  tentang  Ketertiban,  Kebersihan,  dan  Keindahan  (Perda
K3).

“Tolong diedukasi dengan baik tim pemenangannya, atau pihak
ketiga  yang  diminta  untuk  memasang  APK  dengan  memberitahu
titik-titik  yang  tidak  melanggar  dalam  segi  pemasangan,”
ujarnya.

Ia  pun  terus  berkoordinasi  dengan  Bawaslu  guna  menjaga
keamanan dan ketertiban kondusif pada setiap tahapan Pemilu,
terutama terkait keselamatan.

“APK membahayakan tapi diperbolehkan kita koordinasi dengan



Bawaslu. Bersama atau mandiri di bawah pemantauan Bawaslu,
kita tertibkan,” ungkapnya.

Gani : Pengamanan Pemilu 2024
Harus Maksimal !
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Pj Wali Kota Bekasi Pimpin Apel Pasukan Pengamanan
Pemilu 2024
KOTA  BEKASI,  Prolite  –  Pj  Wali  Kota  Bekasi  memimpin  apel
pasukan pengamanan Pemilu dengan penuh tegas dan disiplin. Hal
ini dilakukan guna memastikan kelancaran proses demokrasi pada
saat  pemilihan  umum  berlangsung.  Pasukan  pengamanan  Pemilu
akan  bertugas  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  selama
pelaksanaan  Pemilu  di  Kota  Bekasi.
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Apel Pengamanan Pasukan dalam rangka persiapan Pemilu digelar
di  Kecamatan  Jati  Asih  Kota  Bekasi  bersama  para  personil
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Personil Satlinmas
Kota  Bekasi  serta  Camat  dan  Lurah  se-Kecamatan  Jatiasih.
Selasa,(23/1/24).

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad memimpin apel menyampaikan
Pemilu ini harus tetap siaga dengan maksimal terutama dalam
pengamanan berjalannya pesta demokrasi 2024.

Apel yang diikuti seluruh personil Satpol PP Kota Bekasi agar
menyimak apa yang menjadi perhatian dalam pengamanan Pemilu
2024 yang harus berjalan dengan damai, aman, dan nyaman.

“Kita bersama-sama untuk saling menjaga dalam mewujudkan pesta
demokrasi  di  tahun  2024  dengan  riang  gembira  dan  saling
mengingatkan akan tetap menjaga kesatuan dan persatuan agar
pemilu ini berjalan dengan kondusif.” Ungkap Gani.

Selepas Apel, Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad mengunjungi
Kelurahan  Jatiasih  melihat  kesiapan  Logistik  Pemilu  dan
memastikan Kotak suara dan ruangan penyimpanan terjaga dengan
rapih tanpa adanya gangguan sedikitpun.

295  Botol  Minuman  Alkohol
Ilegal Diamankan
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Ratusan Minuman Alkohol Ilegal Diamankan
BANDUNG, Prolite – Penertiban dan Penindakan Represif Non-
Yustisial lingkup Ketertiban Umum atas pelanggaran penjualan
dan  peredaran  minuman  Alkohol  tanpa  izin,  digelar  Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bersama Denpom
dan Polrestabes Bandung Jumat 5 Januari 2023 mulai sore hingga
malam hari.

Hasilnya, Satpol PP Kota Bandung mengamankan total 295 botol
minuman alkohol dari berbagai jenis dan merk dari 2 toko di
Jalan Moh. Toha Bandung.

Ketua Tim Penyidik, Andriani menyebut penertiban ini merupakan
tindak  lanjut  dari  laporan  masyarakat  yang  resah  terhadap
peredaran minuman alkohol tanpa izin di masyarakat.

“Kami  tim  gabungan  bersama  Denpom  dan  Polrestabes  telah
melakukan penertiban minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan
laporan dari masyarakat,” ujarnya.

“Kami tertibkan dua kios di Jalan Moh. Toha dengan total 295
botol dari berbagai jenis dan merk,” imbuhnya.

Ia  menyebut,  para  pelanggar  yang  terjaring  razia  didapati
melanggar  Perda  No.  11  Tahun  2010  tentang  Pelarangan,



Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Perda No. 9
Tahun  2019  tentang  Ketertiban  Umum,  Ketenteraman  dan
Perlindungan  Masyarakat.

Para  pelanggaran  telah  melakukan  penjualan  dan  peredaran
minuman beralkohol tanpa izin.

Selanjutnya  dilakukan  penyegelan  terhadap  tempat  usaha  dan
pemanggilan terhadap pemilik usaha pada Senin, 8 Januari 2024.

“Selanjutnya, para pelanggar akan dilakukan pemanggilan pada
Senin 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan lebih lanjut,”
ujarnya.
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Tindak Tegas, 10 Pelaku Buang Sampah Sembarangan
di Kota Bandung Jalani Sidang Tipiring
BANDUNG, Prolite – Sebanyak 10 pelaku buang sampah sembarangan
di Kota Bandung yang tertangkap tangan menjalani sidang tindak
pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung,
Jumat 27 Oktober 2023.

Mereka  dianggap  melanggar  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota
Bandung No. 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman
dan Perlindungan Masyarakat (tibumtranlinmas).

Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Madya Kota Bandung,
Andriani mengatakan, sidang tipiring ini adalah bentuk dari
penegakan Pasal 19 ayat 1 huruf D.

“Hari ini kami menyidangkan 11 orang pelanggar, tetapi yang
hadir hanya 10 orang. Mereka menjalani sidang karena tidak
membuang sampah pada tempatnya,” tutur Andriani.

“Para pelanggar dijerat pasal 19 ayat 1 D yang berbunyi setiap
orang atau badan dilarang menyimpan atau membuang benda yang
berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat,” sambung



Andriani

Hakim dari PN Bandung menjatuhkan sanksi berupa denda kepada
para pelanggar.

“Sanksi berupa denda dengan biaya perkara Rp1000. Sedangkan
untuk satu orang yang tidak hadir di vonis secara verstek
dengan denda dengan biaya perkara ,” jelas Andriani.

Jika para pelanggar tidak membayar denda maka akan menjalani
hukuman subsider 3 hari kurungan.


